
Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999

tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Oaerah sebaqaimana

telah dlubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005;
3 Peraturan Pemerintah Nornor 7 Tahun 1977 tenlang Peraturan Gajl Pegaw:.l1Negeri

Sipil sebagaimana telah beberapa kalt dlubah lerakhir dengan Peraturan r ~mt;!,i'·llC.lI~
Nomor 9 Tahun 2007;

4. Peraturan Pemenntah Nomor 16 Tahun 1994 temang Jabatan Fungsionai Pegawai
Negeri Sipil;

5 Peraturan Pemenmah Nomor 99 Tahun 2000 temang Kenaikan Panqkat Pegawal
Negeri Sipil seoaqaimana reran bebrapa kali ciuban teraxrur dengan Peratuan
Pemerimah Nomor 12 Tahun 2002'

6 Peraturan Pemenntah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendrdikan dan Pelatihan
Peqawai Negen Sipil,

7 Peraturan Pemenntah Nomor 9 Tahun 2003 tentanq Wewenang Penqanqkatan,
Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

8 Peraturan Pemenntah Nornor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Forrnast P€gawai Negen Srpil;

9. Keputusan Preslden Nomor 87 Tahun 1999 tenlang Rumpun Jabatan Fungsional
Pegawai Negeri Sipil;

10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tuqas Fungsi,
Kewenangan, Susunan Organisast dan Tata Kerja Kernentenan Negara Republlk
Indonesia,

11. Keputusan Presiden RI Nomor 31/P Tahun 2007 tentang Pengangkalan fviei'[cri
Kornunikasi dan Informatika:

12 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negar::t i...omor
PERl109/M.PAN/11/2005 tentang Jabatan Fungsional Pranata Humas dan Ang~a
Kreditnya;

Menimbang:
a. bahwa sesuai dengan ketemuan pasal 23 huruf a dan b peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER 109/M.PAN/1112005telah ditentukan
bahwa untuk penqanqxaian dalam jabatan funqsional pranata humas harus
berdasarkan pada Iormas. jabatan yang telah ditetapkan oleh Menleri yang
bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara,

b bahwa berdasarkan pertimbanqan tersebut nuruf a df atas peru: menetapkan
Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan FunqsronalPranata Humas,
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Salinan disampaikan kepada Yth.:
1. Para Menleri Kabinet Indonesia Bersatu RI di Jakarta'
2. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Oepartemen di Jakarta;
3 Para Gubernur seluruh Indonesia;
4 Para SupatilWalikota seJuruh Indonesia;
5 Sekretans Jenoeral, Jnspektur Jenceral, Direktur Jenderat Kepala Sadan d· I.ngkungan

Departemen Komunikasi dan Informatika.

I DAN INFORMATIKA

Pasal3

Peraturan ini mulai berlaku pada t8nggal ditetapkan dengan ketentuan apabtla ternyata
kernudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan dilakukan perbaikan
seperlunya.

Pasal 2

Pedoman penyusunan forrnas: JFPH sebagaimana diatur dalam lamptran peraturan tni
merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dar: peraturan int,

Pasa! 1

Pedoman penyusunan formasi jabatan fungsional pranata humas (JFPH) ini dirnaksudxan
sebaqai pedoman bagl pejabat-pejabat pembina Kepeqawaran dalam menyusun tormasi
JFPH di lingkungan rnasinq-rnasinq,

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PEDOMAN
PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUMAS.

MEMUTUSKAN:

13. Peraturan Bersama Menteri Komunikasi dan lnformatika dan Kepala Sadan
Kepegawaian Negara Nomor 19/PERJM.KOMINFO/8/2006 dan Nomor •8A Tahun
2006 tentang Petunjuk Peiaxsanaan Jabatan Fungsional Pranata Humas dan Angka
Kreditnya;

14. Peraturan Menteri Komunikasi dan lnforrnatika Nomor 01/P/M KOMINFO/4J2005
tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika.



1) Tersedianya suatu unit pelayanan informasi dan kehurnasan yang
mewadahi pejabat fungsional pranata humas dalam melaksanakan lugas
pelayanan informasi dan kehumasan

2) Terda pat PNS pada unit pelayanan mforrnasi dan kehumasan yang
berhenti karena telah mencapai batas usia pensiun atau karena sebab
sebab lain.

3) Terdapat pejabat fungsional JFPH di unit pelayanan informasi dan
kehumasan ~(ang ptndah jabatan ke dalam jabatan strukturat dan
fungsionallam;

c. Formasi JFPH di setfap urnt petayanan inrormasi dan kehumasan, apabila

1) Jumlah PNS yang melaksanakan tugas pranata humas di maslnq-msinq
unit pelayanan informasi dan kehurnasan, •

2) Struktur organisasi unit pelayanan informasi dan kehumasan, untuk dilihat
jumlah PNS yang menempati jabatan struktural, jabatan fungsional,
berikut star ( jabatan fungsional umum ) yang tersedia dl bawahnya,

3) Jenis pekerjaan, yaitu macam-macam pekerjaan yang harus dilakukan
oleh suatu satuan organisesi dalarn rnelaxsanakan tugas pokoknya,
terutama pekerjaan pelayanan informasi dan kehumasan yang bersifat
rutin setlap tahunnya dan jenis pekerjaan yang dapat diciptakan dalam
setahun.

4) Beban kerja dan perkiraan kapasuas seorang tenaga pranata hurnas
dalam jangka waktu tertentu adalah frekuensi rata-rata masing-rnasing
jenis pekerjaan dalam jangka waktu tertentu

5) Faktor-faktor lain yang harus diperhftunqkan yaitu kemampuan keuangan
negara

b. Analisis kebutuhan dan penyediaan pegawai tersebut berdasarkan anahsis
terhadap.

a. Formasi JFPH masing-masing pada satuan orqanisast unit pelayanan
intormasi dan kehumasan disusun berdasarkan analisis kebutuhan dan
penyedJaan peqawai negeri sipll (PNS) sesuai dengan jabatan yang tersedia
dengan memperhatikan tormasi jabatan yang ada

1. UMUM

II. TATA CARA PERHITUNGAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PRANATA
HUMAS

Pedoman ini digunakan sebagai petunjuk teknis bagi pejabat pembina kepeqawaian
pusat dan daerah dalam melakukan perhitungan dan penyusunan formasi JFPH dl
sarnpmq untuk meruamin kelancaran dan pemahaman yang sama pada unit pelayanan
informasi dan kehumasan pusat dan daerah.

I. TUJUAN

PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL
PRANATA HUMAS (JFPH)

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN MENTER I KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

NOMOR 03/PER!M.KOIJ1 NFO/3f2008
TANGGAL _3 MARET 2008



Formasi JFPH ;::: Jumlah formasi yang tersedia untuk pelaksanaan
kegiatan pranata humas pada suatu unit pelayanan
intormasi dan kehumasan dan atau pelayanan
informasi.

Officer PR = Jumlah kegiatan pranata hurnas per jenjang.
Volume = Rata-rata jumlah output basil pekerjaan pranata

hurnas setiap jenls kegiatan pranata hUIll8S.

Time = Rata-rata waktu untuk menyelesaikan 1 (satu) output.

Person Load = Jumlah jam kerja efektif pranata hurnas dalarn
seta hun (1.275 jam).

Keterangan:

-
Forrnasi JFPH = ( . Officer PR* uVolurne" uTimc) / Person Loud

1) Forrnasi JFPH di setlap unit pelayanan informasi dan kehurnasan setelah
tahun 2007, dlmungkinkan menambah jurnlah PNS yang rnelaksanakan
lugas pranata humas di unit pelayanan informasi dan kehumasan
tersebut, sepanjang adanya tambahan beban kerja.

2) Formasi JFPH dikarenakan adanya tambahan beban kerja tersebut,
dihitung berdasarkan formula sebagai berikut:

T = JFPH t (JS + JF + S - JFPH), apabila JFPH berasal dari ketiga unsur:

b. Tahap II (setelah Tahun 2007)

T ;:::JFPH + (JS - JFPH) + JF + S, apabila seluruh JFPH berasal dari
Struktural:

T = JFPH + JS + JF + (S - JFPH). apabila seluruh JFPH berasal dari Staf;

T ;:::JFPH + JS + (JF - JFPH) + S, apabila seluruh JFPH berasal dari
fungsionallain;

3) Dengan adanya formasi sejurnlah JFPH, maka [umlah PNS yang
melaksanakan tugas pranata humas harus tetap dengan T, namun
dengan konfigurasi yang berubah menjadi :

1) Formasi JFPH disetiap unit pelayanan informasi dan kehumasan untuk
tahun 2007 tidak berakibat bertambahnya jurnlah PNS yang
melaksanakan tugas pranata humas di unit pelayanan informasi clan
kehumasan.

2) Apabila [urnlah PNS yang melaksanakan tugas pranata hurnas di suatu
unit pelayanan informasi dan kehumasan adalah T, dan di dalamnya
terdiri dari sejurnlah pejabat struktural (JS), pejabat fungsional lain selain
Pranata Humas (JF),dan staf (S), maka :

T = JS + JF + S

a. Tahap I (Tahun 2007)

2. PERHITUNGAN FORMASI JFPH

4) Bertambahnya beban kerja dl bidang pelayanan informasl dan
kehumasan.



b. Formasi JFPH daerah umuk rnasinq-rnas.nq satuan organisasi oernerir-tah
daerah :

1) Provinsi ditetapkan oleh gubemur berdasarkan usul dari kepala 8appeda
provinsi atau kepala instansi/dmas tekrus yang membawahkan unit
pelayanan informasi dan kehumasan provinsi setelah mendapat
pertimbangan teknis kepala kantor regional BKN yang bersangkutan.

2) Kabupalen ditetapkan oleh bupaf berdasarkan IIC:UI dari keoala Baoneca
kabupaten atau kepala instansvdmas rekrus yang mernbawabkan un t
pelayanan irformasr aan kehumasan kabuoaten setelah rnendaoat
pertimbangan teknis kepala kantor regional BKN yang bersanqxutarv

3) Kota drtetapkan oleh walikota. berdasarkan usul dar; kepala 8appeda xota
atau kepala instansildinas teknis yang membawahkan unit peiayanan
informasi dan kehumasan kota setelah rnendapat pertimbangan teknis
kepala kantor regional BKN yang bersangkutan.

a. Formasi JFPH untuk masing-masing satuan organisasi pemerintah pusat setiap
tahunnya ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang
pendayagunaan aparatur negara berdasarkan usuJ dari pejabat pembina
kepegawaian pusat dan setelah mendapat pernrnbanqan teknis kepala 8KN

1. PENETAPAN FORMASI JFPH

III. TATA CARA PENETAPAN DAN PENGUSULAN FORMASI JFPH

Contoh:
Kegiatan fungsional pranata humas pada suatu .mit pelayanan inform as I
dan kehumasan di Departemen Pekerjaan Umum dalam setahun adalah
sebagai berikut :

1) Kegiatan pranata humas untuk pranata humas pelaksana lanjutan
berjumlah 29 keqiatan, masinq-rnasmq keqratan rata-rata
rnenqhasilkan output sebanyal< ..0 outpi t rata-rata seuap Ol to, t
membutuhkan penyelesa an .vaktLi sebanyak 18 jam. Maka :ormas
JFPH untuk jenjang pranaia hurnas pelaksana lanjutan tersebut
adalan :

Forrnasi JFPH = (29· 10 • 18) /1.275
= 4,09 dibulatkan menjadi 4

Jadi jumlah formasl JFPH untuk jenjanq pranata humas pelaksana
lanjutan 4 orang.

2) Kegiatan pranata humas untuk pranata hurnas penyelia berjumlah 23
kegiatan, masing-masing Kegiatan rata-rata menqnasl kan sebanyak
22 output, rata-rata setiap output mersbutunkan penye esa an fJal{tu
sebanyak 22 jam Maka formast JFPrl untuk jenJa'lg prar-ata humas
penyeha tersebut adalah :

Formasi JFPH = (23 ~ 22 • 22) 11.275
= 8,7 dibulatkan menjadi 9

Jadi jumlah formasi JFPH untuk jenjang pranata humas penyeha
adalah 9 orang.

3) Keglatan pranata humas umuk pranata humas pertama befju'"'llah 23
kegiatan rnasing-masing kegiatan rata-rata rnenqhas Ikan seoar lak
23 output rata-rata seuap output mernbutuhxan penyelesa an 't.a,nJ
sebanyak 22 jam. Maka formasr JFPH untuk jenJang pranata humas
pertama tersebut adalah :

Formasi JFPH = (23· 23 * 22) / 1.275
= 9,1 dibulatkan menjadi 9

Jadi jumlah formasi JFPH untuk Jenjang pranata humas pertama,
adalah sebanyak 9 orang
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IV. PENUTUP

Penyusunan formasi JFPH setelah periode inpassing/penyesuaian dilakukan dengan
mengacu pada pedoman penyusunan formasi JFPH ini.

b. Fcrmasi JFPH di Daerah

1) Pimpinan unit pelayanan informasi dan kehumasan menyusun usulan
reneana formasi JFPH dl lingkungan masing-masing setelah
dikoordinasikan dengan insransl pembina JFPH Departemen Komunikasi
dan Informatika.

2) Usulan formasi JFPH disusun berdasarkan, antara lain besetting/peta
jabatan baik jabatan struktural maupun fungsional pada unit pelayanan
informasl dan kehumasan yang bersangkutan.

3) Reneana usul formasi jabatan sebagaimana dimaksud di atas disampaikan
kepada pejabat pembina kepegawaian daerah untuk mendapat penetapan.

4) Seoelum formasi JFPH ditetapkan oleh pejabat pembina kepeqawaian
daerah, maka reneana formasi JFPH sebagaimana dimaksud terlebih
dahulu dimintakan pertimbangan teknis kepada kepala kantor regional BKN
masing-masing.

5) Tembusan surat keputusan penetapan formasi JFPH disampaikan kepada
kepala BKN regional yang bersangkutan dan Menteri Komunikas: dan
Informatika eq. Sekretaris Jenderal.

2. PROSEDUR PENGUSULAN FORMASI JFPH

a Formasi JFPH dt Pusat.

1) Sebelum mengajukan usulan formasi JFPH kepada Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara, masing-masing pejabat pembina
kepegawaian pusat melakukan koord nasi dengan nstansi pembina JFPH
Departemen Komunikasi dan Intormanka.

2) Usulan formasi JFPH disusun berdasarkan, antara lain besettingl peta
jabatan baik jabatan structural maupun fungslona pada unti pelayanan
informasi dan kehumasan yang bersanqkutan,

3) Berdasarkan hasil koordinasi dan konsultasi tersebut, maka usulan formasi
baru diajukan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan kepala
BKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


